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PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2022/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat,  umur  46 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

pedagang,  tempat  tinggal  di  Dusun Girimulya  ,  RT 009  RW 014,

Desa  Binangun,Kecamatan  Pataruman, Kota  Banjar,  selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  57 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  sopir,

tempat  tinggal  di  Dusun  Girimulya  ,  RT  009  RW  014,  Desa

Binangun,Kecamatan Pataruman, Kota Banjar,  selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis  dengan

surat gugatannya bertanggal  10 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 734/Pdt.G/2022/PA.Bjr

pada tanggal 01 November 2022 yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  tanggal  16  Juni  2002,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Pataruman  Kabupaten
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Ciamis,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

237/43/VI/2002, tertanggal 16 Juni 2002;  

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah kediaman bersama selama 20 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak

yang bernama :

2.1. Rena Restia usia 19 tahun;  

2.2. Nova Riyanti usia 15 tahun;  

3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

4. Bahwa sejak 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak

harmonis,  sering terjadi  peselisihan dan pertengkaran yang di  sebabkan

oleh  Kurangnya  nafkah  dan  Kurang  perhatian  serta  tanggung  jawab

terhadap anak;  

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi  pada September

2021  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dan  tidak  memberikan  nafkah

ekonomi;  Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan

tetapi tidak berhasil  karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga 

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000 , sampai dengan dewasa/mandiri yang

ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000.

Oleh  karena  itu,  Penggugat  mohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk

memberikan  nafkah  untuk  anak-anak  tersebut  per  bulan  yang  diberikan

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  5  (lima)  sampai  dengan  10  (sepuluh)

persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;  

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan

per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat

mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah

sejumlah  Rp1.000.000  yang  harus  dibayarkan  sebelum  Tergugat

mengambil Akta Cerai;  
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8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah

iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Pengadilan  Agama  Kota  Banjar  untuk  menahan  Akta  Cerai  atas  nama

Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;  

9. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

10. Bahwa  Penggugat  adalah  orang  yang  tidak  mampu  dibuktikan

dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 421.4/769-Ds.;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis  Hakim untuk  menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);  

3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat

sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:    Nafkah

selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar

untuk  menyerahkan  Akta  Cerai  kepada  Tergugat  setelah  Tergugat

memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;  

5. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak Rp.1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar

putusan  dijatuhkan  sampai  anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan

kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap

tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;  

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  
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Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang

ke persidangan, sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir  di  persidangan dan

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta

tidak  ada  mengajukan  eksepsi  secara  tertulis  meskipun  berdasarkan  relaas

panggilan  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat

tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati

Penggugat agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  selanjutnya

Penggugat menyatakan  mencabut  perkaranya  karena  ingin  rukun  kembali

dengan Tergugat;

Bahwa untuk  meringkas uraian  penetapan  ini  Majelis  Hakim menunjuk

pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang,  bahwa untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara,  berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2)

HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan  Penggugat adalah

mohon  agar  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar  menjatuhkan  talak  satu  ba’in

sughra  Tergugat terhadap  Penggugat dengan  alasan  yang  pada  pokoknya

karena antara  Penggugat dan  Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

menasihati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,

selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin kembali

rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat

diberlakukan di  lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara

oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama dan  Pasal  91  A ayat  (3)  dan  (5)  Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini

pada dasarnya dibebankan kepada Penggugat,  untuk membayarnya,  namun

berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan

oleh  atas  nama  Syafitri  binti  Syarip  Abdulah yang  dikeluarkan  oleh  Ketua

Pengadilan Agama Kota Banjar, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan  kepada  DIPA Pengadilan  Agama  Kota  Banjar  Tahun  Anggaran

2022;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

734/Pdt.G/2022/PA.Bjr dari Penggugat;  
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2. Memerintahkan Panitera untuk mecnatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;  

3. Membebankan  biaya yang  timbul  dalam  perkara  Kepada  DIPA

Pengadilan  Agama  Kota  Banjar  Tahun  Anggaran  2022  sejumlah

Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah);  

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar

dalam Rapat  Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  Selasa,  tanggal  15

November 2022 Miladiyah,  bertepatan dengan tanggal  20 Rabiul  Akhir 1444

Hijriyah, oleh kami Taufik, S.HI., M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan,

S.Ag.,  M.Ag.  dan  Ali  Zia  Husnul  Labib,  S.H masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum, oleh Taufik, S.HI., M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-

hakim Anggota, dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd 

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd 

Taufik, S.HI., M.A

Ttd 

Ali Zia Husnul Labib, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd 

Dra Hj Yeyen Heryani

Rincian Biaya Perkara:
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1.-------------------------------Biaya pendaftaran Rp 0,00 

1.-------------------------------Biaya proses Rp 50.000,00 

2.-------------------------------Biaya Panggilan Rp 262.500,00

3.-------------------------------PNBP Panggilan-----------Rp 0,00 

4.-------------------------------Hak redaksi Rp 0,00

5.-------------------------------Meterai Rp        0,00   

Jumlah biaya Perkara Rp 312.500,00 

(tiga ratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah)
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